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PEMERINTAH KOT A PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAIH KOTA PADANGSIDINIPUAN
NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSTIZIN PENGELOLAAN PEMBUANGAN AIR LINMBAY
DENGAN RAHNMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

Memmbang ¢ a. bahwa dalare rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi,
- Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan
Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD):
b, bahwa Retribust salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan:
<. bahwa air adalabh merupakan Sumber Daya Alam untuk memenuhi hajat
hidup orang banyvak schingga perlu dipelihara‘dijaga Kualitasnyva agar tetap
bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnyva demi
tercipfanva Kelestarian lingkungan hidup ;
d. bahwa dengan meningkatnya kegiatan Pembangunan semakin banyvak.pula
Air Limbah yvang dapat merusak/mencemari sumber-sumber air, karenanya
perfu ditinghatkan pengendalian, pengawasan dan penertibonnva. vange
dalam pelaksanaannya memerlukan pembiayaan fisik dan operasionat:
¢. balnwa pelaksanaan Izin Pengelolaan Pembuangan Alr Limbah dalam
Kewenangan Bacerah untuk mengatur dan menetapkannva dalam suate
Peraturan Dacrab tentang Retribusi, vang dapat menjadi salal satu sumber
> A Kota Padangsidiupuan dari seklor Retribusi -
(. Dhabwa berdasarkan pertimbangan pada hural a. booco d dan e, perlu diatar
dan diictapkac Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tenrang Retribusi
tzin Pongelolaan Pembuangan Air Limbah

engingest o1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang 'engatran ;

20 Undano-Undana Inomor 22 (hun 1997 Peneclolaan | melonean T idup .
Undome Undanes Somor S tahan 1O8T entane Hlok oo Acara Pidana

4 b ndang-Undang Memes 24 tahun 1982 fentang Fenataan Muang @

S0 Undane-Tindano Nomor S tahun 1984 (entang Perindustrian

G Undany-Unabnae Momar 220 huan 1979 (entang Peomerintall Daciah
(oembaran vegara Rl tahun 1999 Nomor 60, Tambahan JLembaran Negara
Nomor 38300

7 Undane-Uidane Nomaor 25 tahan (999 (catany Pecimbangan Keuaagan
antara Pomerintah Pusat dan -Dacrah (Lembaran Negara RI tahun 1999
Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):

R, TUndang-Tndane Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Uindang Nomor 18 hun 1997 tentang, Pajak Dacrah dan Retribust Dacrah
(1 embaran Negara RJ tahun 2000 Nomor 246, Tambahan ILembaran
Neaara Nomor 4048):

9 l'n?l;uw«' ndane Namor 1 tahaa 20010 (entang, Pembentukan Pemcerintah
{Lota i';ld.m-'x\dnnp\t;m (I ombaran Negaea RU whan 2000 Nomot - 84,
Tombahan T.embaran Negara Nomor 4111);

FO- Pecaturan Pemerintah Nomor I8 ahun 1999 (entane Pengclolaan Tambah

Poahon Ptarbahiay o adoan Beracun



19,

- Reputisan Aentar

20,

coPersaran Pomermtal Somor 27 tahun 1999 entang uwnaitsa niengenai

Daapak fangkungan ;

CPeraturan Peomerintali Nomor 23 tahun 2000 feniong Toowenangan

Pemermtah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Dazralt Otonom
{Lembaran Negoro R1 fabun 2000 Nomor S Tambahan T embaran Negara

NNH TR RS IS

craiuren: Pemerintah Nomor 60 tahun 2001 (entang Retrmbust Dacerah

(rcmbaran vegara RUtahun 2001 Nomer 119):

Ueraturan Peiucrintah Nomor 82 tahun 2007 tentang Tengcioiaan Wualitas

A dan Pengendalian Pencemaran Aidr

CReprissan Presiden Nomor B fahun 1996 fentane Uehmih Penvusupan

Covaturan Porundang-undangan dan Bentuk Rancangan = ndong-Undang,
Rancangan Peraturan Permerintah dan Rancangan Kepuiusan Presiden .

o Peratvran Menteri Kesehatan Nomer 173°VITI/1997 tentane Penocasvasan

Penconcaan Air dan Badan Al uatuk berbagai  kegunaan  vang
berbubungan dengan Keschatan

Negara Fingkungan Hidup Nomor
Faku Autu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri ;

(¥l

P 1-199S fentang

. Keputusan Nentert wegara Lingkungan Tidup Nomor 32 10 1993 teniang

Bako Nutu T imbah Cair Kegiatan Hotel :

Neputusan Menteri Negara Lingkungan ITidup Nomor. 3871271993 tentang
Baku Nutu Limbah Cair Kegiatan Rumah Sakit ;

Keputasan Vdenteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42-10:1996 tentang
Bako Moty Limbah Cair Kegiatan Ninyak dan Gas serta Panas Bumi ;

i. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun

2000 tendany Teknik Penvusunan dan Materi Muatan Produk-produk
[Tehwin Daeraly

. KReputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun

2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah:

- Keputusan Nenteri Datam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor 23 Tahun

2001 (entang, Proscdur Penyusunan Produk IHukum Daerah:

24 Kepuwtusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerahh Nomor 24 Tahun

2007 tentang T.embaran Daerah dan Berita Daerah:

Dengan persetujuan

DEWAN PERWARILAN RARKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

Nienetapkon

NCNUTUSKAN @

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDINPUAN TENTANG
RETRIBUSHIZIN PENGELOTAAN PEMBUANGAN AIR FIMBAHKH

BAB L
NETTENTTIAN UNTUN

PPasal 1

Pralam Peratucen Dracran mt yang dimaksud dengan

i}

ol

Piaceady iednieh kot Padangsidumpuan.

Pomeringaln Dacrahe adalah Kepala: Daciah Deserta Peranglat Dacrals
Oono by aosebagat Badan Ehsekutil Dacrah.

Foepata Dacrah adalah Walikota Padangsidimpuan,

Dicwan Poewekilan Rakval Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
!‘.|\'|.||; Foena l’.ul.nng{xidin.u»u.m schavar [embaea T evistant Dacrah

St bt boacrah adabah Sehrctariae Daceah lota Padanyedimpuan
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Linas  Pendapatan Dacrah  adalah Dinas  Pendapatan  Daerah Kota
Padangsidimpuan

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (KAPEDAILDA) adalah
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Fadangsidimpuan,
Izin adalah 1zin Pengelolaan Pembuangan Air j.imbah vang sudah diolah
tetlebil dahivin sehingga sesuai dengan baku z\.[u(u vang diteiaphan.
Fetribust adaloh setiap pungutan atas jasa {erhadap pemberian Izin Usaha
dan Pendafiaran Ulang,.

Retribusi Air Limbah adalah pungutan oleh Dacrah sebhagal iinbalan afas
peiavanan, pengawasan.  pemeriksaan  dan penerbitan  dafam  rangka
Pengendahan Dampak Lingkungan.

Dadan Usaha adalali suatu bentuk usaha yang meliputi Perscroan Terbatas,
Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Niiik MNegara atau
Unaevaly dengan pama dan bentuk apapun persekutuan. perhumpulan. firma.
LONESE, Reeeaslh Vasusan atou organisasi vang scjenis, Lembaga Dana
Pensiun, Bentek Usaha tetap dan Bentuk Usaha lamnya.

toeang adainhy beeintan peroranzan alau Badan Usaha vang bergerak

<
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indisn adotid kegiatan ckonomi vang mengolah bahan mentah . bahan
bakn, barang <cleneah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan
nilai vang Iebilh tinggi untuk penggunaanva, termasuk Kegiatan rancang
bangun dan perckayasaan Industri.

Industri Farmasi adalah Perusahaan vang memproduksi obat-obatan. alat
kesehatan, kosimelik, desinfekian.

Air Limbah adalah Sisa dari suatu Hasil Usaha dan atau Kegiatan yang
berwujod cair.

Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah Kemampuan Lingkungan Hidup
untuk menyerap Zat, Energi dan/atau komponen lain vang masuk atau
dimasukkan kedalamnya.

Daya Dukung T.ingkungan Hidup adalah Kemampuan Lingkvonzan TTidup

untuk mendukung pert Kehidupan Manusia dan mahluk hidup jain.
Pencemaran [Lingkungan Hidup adalah masuknva atau dimasukkannya
wahluk hidup, zat, encrgi dan/atau Romponen lain ke dalam Lingkungan
Fhidup oleh Kegiaton Manusia schingga kualitasnya turun Saanpet setinghat
tertenia viane menvebabian Lingkungan Hidop fidak dapat herfones
coved dengan porunfuilonnya,

Poabsy Mae Ve cimbak adafah akuran batas aiau Ladar waseny pondéomar

dan atan e vpsur pencemar vane difangoting Keberadaannva dalam

Vi Timibals vaces dlan dibiang atau ditepas Kedalani sumber aie Lot suaia
aeschadan aiae Loogatan.

A adatah semun are vang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah,
keaalt atre feul dan atr Gasil.

sumber an adaiats \Wadab air yany, terdapat diatas dan dibaswab poenukoaan
Canalt evonasu b dadam |»rt\;§|‘|i;\t\ i akuiper. mabe Qe suagac i
danaa st waduk dan muara.

surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah vang disingkai dengan
SPTRD adalah surat vang  digunakan oleh wagib - Retribust untuk
miclapothan pembayaran Retribusi - vang  terhutang menurut’ peraturan
Ietribus,

Seac Ketetapan Retribusi Dacrahy vanpe dismgehat dengan adalah Sura

Foeputasan vane meneontukan besarnva jumiah Reteibosy vange terutang.
Surar Pemberitahuan Retribusi Dacrah vang  distogkat dengan STRID
adalah Surat fentang Keterangan situasi dari pada obyek Retribusi Dacrah,
STROD iSurat Paoden Retetbust Dacvaly adafaly Surat uniuk melakuhan
Gt ot et dan aian sanked adiministrasi berupa bunga atau denda.
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MARKSUD DAN TUJUAN
Yasai 2

1) Pengelolean Pembuangan A Liunbah  dimaksudkan  scbagai  upava
nencegahan, penanggulangan pencemaran air dan atau pemelibaraan
kualitas air pada sumber air di Daerah.

(2) Pengelolaan Pembuangan Air Limbah ke sumber air bertujuan agar air
vang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkeianjutan untuk
melindungi Kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme vang
bermanfaat terdapat pada sumber air.

BAB Il
NAMA ORIEK DAN SUBJIEK RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan nama Retribust [zin Pengelolaan Pembuangan Aw Lunbah dipungut

Ratribust atas pemberian izin Pengelolaan Pembuangan Air LLimbah dalam

Dacral.

1"asal -l

(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan Usaha yang
memperoleh izin.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yvang diwajibkan
untuk membayar Retribusi.

(3) Objek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Usaha yang melaksanakan
kegiatan Pengelolaan Pembuangan Air T.imbah.

BABIV.
TENIS RETRIBUSI
Pasal 3
Retribust Tzin Pengeloiaan Pembuangan Air Limbah termasuk jenis Retribusi
127 terteniu,
BAI
PRINSIP PENETAPAL REFTRIBUSI
Pasal 6
Prinsip dalam penctapan Taril Retribusi berdasarkan pada tujuan  untuk

menutup sehagran atau scluruh biaya dalam rangka Pengendalian, Pengawasan
dan Pembinaan Penvelenggaraan Pemberian Tzin.



BAB VI
PERIZINAN
Pasal 7
(1; Setiap kegiatan Industri-usaha’farmasi vang menghasiikan A Limbah
vang dibuang media lingkungan Air harus memiliki izin.
3 Seuap Kegiatan industri‘usaha farmasi scbelum membuang air Himbah ke
media hingkungan  harus  terlebih  dahulu  diolah  melalui  Instalasi
Pengolaban Al Timbah (IPAL).

o
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Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam avat (1) pasal ini

pemoiwn harus memenuhi persvaratan :

a. NMemiiiki Izin Tokasi.

0. Memiliki Rekoniendasi Telhnis.

¢. Pembuangan Air Limbah harus :melalui saluran pembuangan.

(4) Proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh Dinas/Instansi vang
ditugasi untuk memproscs penerbitan Izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini diberikan atas nama
Pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan Air Limbah ke media
lingkungan.

{6) Penggolongan Industri/Usaha/Farmasi kedalam kriteria_golongan kecil,

sedang dan besar ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

IwJ

Pasal 8§

(1) Lzin sebagaimana dimaksud pada pasal 7 beriaku selama 3 (tiga) 1ahun dan
diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.

(2) Izin Pengeloican Pembuangan Air Limbab berlaku selama usaha hoefatan
dan sepanjang Kondisi pada sumber air masihi memenuni dava tampung
dan dava dnkung memuneKinkan.

(23 Setiap T gat) b sehall hepads pemegang izin dinajibRan melakukan
dailar diang,

£y Paia cara dan svarat-svarat untuk memperoleh 7in ditetapkan lebih lanjut
dunigan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
TAT A CARA MEMPEROLEF IZIN
Pasal ©

Sermchonan 1zin sebagammana dimaksud dalam pasal 7 harns disamparkan
secara tectybs dengan memakal materai vang cuban bepada Kopala Dacrab

mclaiui Tnstansi vang diliunjulk.
Persctujoan atau poenolakan izin diberilan calem jangha woitu palg lama
S0 (sembitan poelubY hart kenja serelabh permehonan” diterima secorn

Pasal 10

o sy aao zm divapiblan uniok

A Slertaae Balu Notu e Fimbah sehagarmana vape teiah ditentukan
Gadiwm Peraturan Perundang-undangan yang beriaku,

b Nichaporkan apabila terjadi perubahan keptatan
Vlennldor saturan pembuoanean imbah o vange telah doctapkan ofch mstanst

e khnis



Pasal 11

(i izin tidak Geriaku Kavena
a kegatan Usaha berakhir,
b, Pencabiitan 1zin,
«. Vidok mefaksanakan daftar ulang.
{2} Izin dicabut apabila :
a. Tidak melakukan Kegiatan usaha berturut-turut selama jangka waktu 2
(dua) tahun sejak izin diterbitkan.
b. Melakukan pelanggaran vang berkaitan dengan Peraturan Perundang-
undangan vang berlaku.
¢. Bertentangan  dengan  kepentingan umum  dan  atau  menyvebabkan
terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 12

(1) Pencabutin Izin schagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 11 dilakukan
meiat proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanvak 3 (tiga) kali
dengan tenggang waktu masing-masing 10 (scpuluh) hari.

(2) Apabila peringatan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak diindahkan
difanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan Pembuangan Air
L.imbah untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.

(3) Jika Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam avat (2) pasal
ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan. maka izin usaha
(ersebut dicabut.

Pasai 13

Izin dicabut tanpa rnelalui proses kegiatan dalam hal kegiatan usaha :
a. Nlclahukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum,
b Nemperoleh izin dengan cara vang tidak sah.

Pasal 14

Demberian tzin terhadap Pengelolaan Air Limbah yang mengandung radioaktif
diatuy dengan ketenfuan vang berlaku.

RAR VIII
RIETRIBIISI
Pasal 15

(1) Kepada sctiap pemegang izin scbagaimana dimaksud dalam pasal 7 int
diwajibhan membayar Retribusi.
(2) Buesarnya Tarif Retribusi Izin Pengelota Pembuangan  Air T imbah adalah
scbagai berikut ¢
Az
1. Tndustri/Usaha/Far asi.
A Industri.

- Golongan keeil ‘ Rp.  150.000.- lokasi.
- Giolongan sedang Ry, 300.000.-Tokasi.
- Golongan besar ' Rp.1.000.900.-1oKasi.

b Lisabu

- Golongan keeil Rp.  150.000,-/lokasi.
- Golongan sedang Rp. 300.000.-/lokasi.
Ciolongean besar Ap. 1.000.000.- Tokasi,

6
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Guiongan kel ip.
- trolongan sedang Rp.
- Colongan besar Rp.

d. Usaha yang menggunakan Bahan B3

- Golongan kecil Rp.
- Golongan sedang Rp.

- wolengan besar Kp.

¢. Hotel’'Penginapan.

- (Folongan kecil Rp.
- Golongan sedang Rp.

- Crolongan besar 12p.

. umah mokandRestoran.

- crolonean kecil Rp.
ciolonyan sedany, Rp.
rotongan besa 12.p.

REHTI I YT

Indnster Ulsahaslarmast
a. Industri.

Golongan keetl Rp.
ciolongan sedang, Rp.
Giolongen besar .

b Uisaha,

Giolongan keetl p.
- Golongan sedang, Kp.
- Giolonoean besar Pp.

—t

- wiolongan kectil P

- <rolongan sedang Rp.

- Golovgan besar Rp.
2. Rumah sakit

- Isolas A Rp.1

- Kelas B Rp.

- Nelas C Rp.

- Kelas D Rp.
2. Balai Pengobatan ” Rumah Bersalin.

- Golongan kectil Rp.

- Golongan sedang Rp.

- (iolongan besar Rp.
- Peramahan 7 Real Iistate

- Jumlah Rumah dibawah 100 unit Rp.

- Jumiah Rumah diatas 100 unit Rp.
S Ferasahaan IP AT

AL keail Rp.
- WAl cedang Rp.
TPATL besar .1

G. Sarang Burung Walel.

PRG.O00 - lohast.

S00G.4000.- Tokasi,

00,000, - Tekasi.

130,000 - prkast
3G0.000 - fokast
OO0 - tolant.

100.000.--1oKkasi.
300.000,- Tokasi.
GOO.000 - Tokasi.

100.000,- {okasi.
300,000~ lokasy.
G00.000.- Tokasi.

.000.000,- Tokasi.

300.000.-1okasi.
250.000.-lokasi.
130.000.- lokasi.

100.000,~/1okasi.
200.000,-1okasi.
400.000,-Tokasi.

400.000,- lokasi.
800.000.-1okasi.

250,000, - lokasi,
S00.000.- Tokasi

.000.000.- Tokasi.

200.000.-Tokasi.
100000, - Tokasi.
200000, - lokast.

75.000.- Tahun.
250.000.- Tahun,
S00.000.-"Tahun

75000~ Tahun.
250.000.-"T ahun
SO00.000.- Tahun.
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¢, Farmasi.

- Gulongan kecil

- Golongan sedang
- Golongan besar

Jd. Usaba vang menggunihan Baban B3

=1
- crolongan kecil
- Golongan sedang
- Golongan besar

¢. FlotelPenginapan.

- (volongan kecil

- Golongayn sedang
Lcietongan besar

(. amah makan Restoran.
- Golongan kecil

- Golongan sedang

- Gojongan besar

tv

. Rumah Sakit
- Keolas A
- Kelas B
- Kelus ©
- Kedias 12

.

- Grolongan Kecil
- Gaolrmean scdang

sotongan besar

4. Perumahan © Real Estaie

- Tumlah JRwmah dibawah 100 uait
Jumibah Ruemab diatas 100 unit

O. Perusahaan IPAL.
- iPAL Kecdl
- Al sedane

P AT, Desar

6. Sarang Burung Walet.
- Golongan Kecil
- Golongan sedang

Ciolangan besar

BADINX

Balar Pengobatan / Rumah Bersalin.

Rp. 73.000.- Tahun,
Rp. 230.000.- Tahun.
Rp. 300.000.- Tahun.

Rp.  30.000.- T ahun.
Rp. 100.00C.- Tahun.
Kp. 13¢.000,~ Tahun,

Rp. 30006~ ahun
T 120,000 Tahun,
Rp. 306,000~ Falon,

p. 30.000.- Tahuan.
Rp.  130.000.- [ahun.
Rp. 300.000.- Tohun.

Kp. SOC.GOG- fahun,
Rp.  200.000.- Tahun,
R 200.000.- Tohuo.
Rp.  FO0000- Fahun,

Rp.  30.000.- Fahun.
Rp. 1006.000.- Tahun,

Ién. 200.000 - ahun.

Rp. 200,00k~ {ahun.
Rp. 400000, - Tahun.

Rp. 100.000.- Tahun.
Ry 230.000.- Tabun
Rp. 300.000.- Talun,

Rp. 1.000.000.- Fahun.
Rp. 2.000.000.- Tahua.
Rp. Le00aao, - Tahan,

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
asal 1o

(1) PPenetapan Retribusi berdasarkan SPIRD dengan menerbithan SKIRID.

co b hai SPERD pdak dipenuhi oieh Wailh Relribusi sebagaimana
miestinya maka diterbithan SKRIY sceara jabatan,

(3 Dentuk dan ist SKID sebagaimana dimaksud avat {23 ditetapkan oleh
Koepala Daceah



BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 17

(1) Retribust dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan.

(2) Semua hasil penerimaan / pungutan dari biaya Izin, perpanjangan izin dan
daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 15 Peraturan
Daerah ini, disetorkan secara bruto ke Kas Dacrah, melalui Bendaharawan
Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Kota Padangsidimpuan.

BAB XI
TATA CARA PENIBAY ARAN RETRIBUSI
Pasal 18

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai /' lunas sekaligus.

(2) Pembavaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain vang
ditentukan sesuai dengan waktu vang ditentukan dengan menggunakan
SKRD. :

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnyva 1 x
24 jam atau dalam waktu yang ditentukan lain oleh Kepala Dacrah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 19

(1) Pengeluaran sural teguran peringatan, surat lain yvang se¢jenis sebagai awal
pelaksanaan penagihan Retribusi di keluarkan segera setelab 7 (tujuh) hari
scjak saal jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka svaktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat  teguran
pevingatan. sural lain vang  scjenis, wajib  Retribusi harus melunasi
Retribust vang (crutang.

(3) Surat teguran sebagaimana ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang
v tunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN  KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

() Kepata Dacrah dapat - memberikan  pengurangan,  Keringanan  dan
pembebasan besarmya Retribusi.

() Vata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.



B L"\B XR’

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAY,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKST ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 21

(1) Waiib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan
SIRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung atau kekelirvan dalam penerapan peraturan dan perundang-
undangan Retribusi Daerah.

(2y Wajib Retribusi -dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan Kenaikan Retribusi
yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehdapan wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembetulan ketetapan
Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
scbagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembetulan sebagaimana
dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib
Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan
memberikan -alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung
permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksuci ayat (2_5 pasal ini
dikeluarkan oleh Kepala Dacrah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3
(tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila sudah Tewat 3 bulan scbagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3)
pasal ini Kepala Daecrah atau pejabat yang ditunjuk (idak memberi
Keputusan maka permohonan pengurangan ketetapan, penghapusan atau

pengurangan sanhsi administeasi dan pembetulan dianggap dikabulkan,

DBDAD XNV
TATNCARN DPENATIT ESATAN KERTER ATAN
Pasal 22

(1 Wagib Retvibusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SIKRD dan
STRD

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dalam
avat () pasal ini harus diputuskan olch Kepala Dacrah atau peabat vang
ditimgule datame paneka wakto paline tama o bulan sepal permohonan

Lebhevatan.
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(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini harus
disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat vang
ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal SKRD dan
STRD.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2
% (dua persen) setiap bulan dari besarmnya Retribusi yang (crutang, vang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Dalam hal tunggakan pembayaran Retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-
turut tidak diselesaikan dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan
penutupan’penyegelan terhadap saluran Pembuangan Air Limbah sampai
dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Retribusi Izin Usaha
Pengelolaan Pembuangan Air Limbah merupakan tanggung jawab Kepala
Daerah vang secara teknisnya operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor
Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Padangsidimpuan dan Instansi
terkait.

(2) Kautor, Badan dan atau instansi sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
pasal i wayib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

Pasal 25
Untuk Kepentingan  pengawasan  scbagaimana  dimaksud  dalam  pasal 24
Peraturan Daerah ini setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan
hepada Poetugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data
vang diperlukan,
BAB XVIIL
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
(1) Wajib Retribusi  yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6
(¢nam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) Kali jumlah

Retribusi yang lerhutang.

(2) Tindak pidana scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran.



N

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacral:
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyvidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang,
Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik scbagaimana dimaksud ayvat (1) pasal ini adalah :

a.

b.

o

d.

5

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
Mcnurimh, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana Retribusi.

Menerima Kketerangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
schubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi.

Meameriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.

. Melakukan  penggeledahan untuk  mendapatkan  bahan  bukti,

pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut.

Neminta bantuan tenaga ahli dalam rangka meclaksanakan tugas
penvidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup dan Retribusi
Daerah. '

Memvuruh Lerhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa  identilas  seseorang  atau  dokumen yang dibawa”
.-;ch.'lg:\hﬁ:iﬂ:»l dimaksud pada huruf c.

\lemotrel sescorang, yang berkaitan dengan tindak pidana Retribust .
NMemanggil orang untuk di dengar keterangannya dan  diperiksa
webapat lersangha atau saksi.

\icoghentikan penyidikan.

Nclakuhan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
dibidang  Retribusi menurat hokum yang dapat dipertangeung

Jawabhan,

Uy il s bagramiana dimaksad pada ayat- (1) ini memberitahukan
dimutamva penvidikan, tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil
penvidikannya kepada Penuntut Umum harus dan wajib terlebih dahulu
diloordmasalan mclalung penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
I s s denean ke tentoan yange deator dalam ab Uindang-

Uty lakum Acara Prdana yang, bevlaku,



BAB XX
MKETENTUAN PENUTUTD
Pasal 28

(1) Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka scgala Ketentuan vange
beitentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinvatakan
tidak bueilaku lagi.

(2) Mal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacral ini sepanjang,
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusar
Kepale Dacrali.

Pasal 29

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seiiap orang mengetahuinya, memerintalikan pengundangan Peraturan
Paerah  ini  dengan’ penempatannya dalam  Lembaran Daerah Kota

Padangsidimpuan. \
\

Ditclapkan di Padangsidimpuan
pada tanpgal |12 MNar ¥ 2003

WALIKOTA PADANGSTDINIP LN

P ‘2 Drs. ZULKA fo\nxs@r\sumox




BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan vang
bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinvatakan
tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang telum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Daerah.

Pasal 29

Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah  ini  dengan  penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 1. Mavcvel 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

Drs. ZULKm ASUTION



